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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Mapesai, 03 April  1968, agama Islam,

pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Jl.  xx,  Kecamatan  Rengat,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau

sebagai  Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  9 Desember

2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  xx (Alm) di  hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat,

Kabupaten Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau pada tanggal  26 Januari  1995,

dibuktikan  dengan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  695/II/II/1995,

tertanggal 02 Januari 1995;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : Xxx,

Rantau Mapesai, 27 September 2001 Umur (±) 18 tahun 2 bulan;

3. Bahwa  anak  Pemohon  tersebut  telah  sekitar  bulan  Desember

tahun 2018 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Xxx, Lahir di
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Pekan  Heran,  07  Juni  1990,  Agama  Islam,  Pendidikan  SD/Sederajat,

Pekerjaan Tukang Bangunan, Beralamat di Jl. Rambahan Seberang, RT.

007 RW. 004, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten

Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : Xxx dengan Xxx sudah

sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini; 

5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah

terpenuhi seperti  :  Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1),  Surat

Keterangan Asal  Usul  (Model N.2),  Surat Persetujuan Mempelai (Model

N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

6. Bahwa Pemohon telah  mendaftarkan rencana pernikahan anak

Pemohon pada Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat,  akan

tetapi  pihak  KUA  tersebut  menolak  untuk  melaksanakannya  dengan

alasan  anak  Pemohon kurang  umur,  sebagaimana  disebutkan  Formulir

Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan

Agama (KUA) Rengat Nomor :  B-679/Kua.04.01/1/PW.01/12/2019,  yang

ditandatangani  oleh  Kepala  KUA  Kecamatan  Rengat  yang  bernama

AMRIZAL;

7. Bahwa  dengan  adanya  kekurangan  Persyaratan  berdasarkan

Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-679/Kua.04.01/1/PW.01/12/2019

tersebut,  maka  oleh  karena  itu  Pemohon  memohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Rengat  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

memutus  permohonan  ini  dapat  memberikan  Dispensasi  Nikah  kepada

anak Pemohon; 

8. Bahwa  anak  Pemohon  berencana  akan  menetapkan  tanggal

pernikahan pada bulan Desember 2019;

9. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan percintaan

dan tidak 

10. dapat  dipisahkan  lagi,  sehingga  anak  –  anak  Pemohon

memutuskan untuk melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan

sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua
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Pengadilan  Agama  Rengat  Cq Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  memerintahkan  kepada  Penghulu  pada  KUA

Kecamatan Rengat untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang Xxx dengan

Xxx;

3) Memerintahkan  kepada  Penghulu  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Rengat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat untuk

tunduk dan patuh kepada putusan ini;

5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada  sidang  yang  telah  ditentukan  yaitu  sidang  tanggal  17

Desember  2019,  Pemohon  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan

Nomor xxx/Pdt.P /2019/PA.Rgt. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan,

Pemohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

undang; 

Bahwa oleh  karena  Pemohon  tidak  hadir  di  persidangan,  maka

persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa    untuk    mempersingkat  uraian penetapan ini, cukuplah Majelis 

Hakim menunjuk  berita  acara  sidang yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil  Pemohon dan  Tergugat   untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  panggilan  kepada

Pemohon  dan  Tergugat   telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang,  bahwa  Pemohonyang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di  persidangan,

Pemohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan

tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir di  persidangan, maka

Majelis menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam

perkara ini maka berdasarkan pasal 148 Rbg, permohonan  Dispensasi Nikah

yang  diajukan  Pemohon yang  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Rengat pada  tanggal  10  Desember  2019,  dengan  register

xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt.,  telah patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan  penjelasan  pasal 49 huruf a Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  maka perkara  ini  termasuk bidang

perkawinan, oleh  karena  itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7 Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat bunyi  pasal-pasal  dari  peraturan per-undang-undangan yang

berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

hadir.

2. Menyatakan  permohonan Pemohon gugur. 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk  membayar  semua biaya yang

timbul  dalam  perkara  ini  yang  hingga  saat  ini  dihitung  sejumlah

Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

 Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  17 Desember

2019 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  23 Rabiul  Akhir  1441 Hijriah,  oleh

kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha  sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Nur Al Jumat,

S.H,  M.H.  dan  Dra.  Mirdiah Harianja,  M.H., masing-masing sebagai  Hakim

Anggota,  penetapan tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh  Ahmad Zaki  Rusmani,  S.H.I., sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. 

Hakim Anggota,

       dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

             Ketua Majelis,

                   dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

       dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

            Panitera Pengganti,

                      dto.

            Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.
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Perincian biaya:

1.  Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2.  Biaya Proses Rp50.000,00

3.  Biaya Panggilan Rp110.000,00

4.  Biaya PNBP Panggilan Rp10.000,00

5.  Biaya Redaksi Rp10.000,00

6.  Biaya Meterai                                 Rp6.000,00       

      Jumlah Rp226.000,00     

     (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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